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P U T U S A N 

                     NOMOR {No.Perk}/Pdt.G/2022/PTA.Bdg 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG 

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan 

putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara: 

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Cianjur, 21 April 1983, agama Islam, 

pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat 

kediaman di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini 

memberikan kuasa kepada Tavip Herawan, S.H., 

Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Siti Jenab 

Cimaya III No. 05/163 RT. 01 RW 07, Kelurahan 

Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, 

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 54/SK.G/TH/ IX/2022 

tanggal 4 April 2022 yang telah didaftar di Kepaniteran 

Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Kuasa 

Nomor 865/1641/RSK/2022/PA.Cjr tanggal 5 April 2022, 

semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi sekarang Pembanding; 

melawan 

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan 

Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten 

Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 

Sunandar Hendri Sakti, S.H., Erwin Herryansyah, S.H. 

dan Dedi Nasrudin, S.H., para Advokat, Pengacara dan 

Penasehat Hukum pada kantor “Hendri Sakti, S.H. & 

Rekan”, beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim No. 81, 

Kelurahan Solokpandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten 

Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 106/SK-SHS/ 

SALINAN 
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III/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang telah didaftar di 

Kepaniteran Pengadilan Agama Cianjur dengan Register 

Kuasa Nomor 828/1041/RSK/2022/PA.Cjr tanggal        

29 Maret 2022, semula sebagai Pemohon Konvensi/ 

Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding; 

DUDUK PERKARA 

 Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan 

Pengadilan Agama Cianjur Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal     

31 Mei 2022 Masehi,  bertepatan  dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriyah 

dengan mengutip amarnya sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi 

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya; 

Dalam Konpensi 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi ijin kepada  Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj`i 

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama CIanjur; 

Dalam Rekonpensi 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian; 

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat berupa: 

2.1. Nafkah Idah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 

2.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 

2.3. Uang Maskan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 

2.4. Uang Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 

Dalam Konpensi dan Rekonpensi 

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). 

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan, kuasa Pemohon dan 

kuasa Termohon hadir dipersidangan; 

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon melalui kuasanya untuk 
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selanjutnya disebut sebagai Pembanding keberatan dan telah mengajukan 

permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2022 sebagaimana tercantum 

dalam Akta Permohonan Banding Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Cjr dan 

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pemohon 

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 15 Juni 2022; 

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding berdasarkan 

Surat Keterangan Nomor  {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Cjr yang dibuat           

Plt. Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 30 Juni 2022; 

Bahwa Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding 

(Inzage) Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Cjr telah diberitahu kepada 

Pembanding pada tanggal 15 Juni 2022 dan Pembanding tidak datang untuk 

memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan Surat Keterangan 

Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 30 Juni 2022; 

Bahwa Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding 

(Inzage) Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Cjr juga telah diberitahu kepada 

Terbanding tanggal 15 Juni 2022 dan Terbanding tidak datang untuk 

memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan Surat Keterangan 

Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 30 Juni 2022; 

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan 

Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding 

tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur 

dengan surat Nomor W10-A/2388/HK.05/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2022 

yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama 

berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan 

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

yang  diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding 

mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding:  
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Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Cianjur 

Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 31 Mei 2022 Masehi,  

bertepatan  dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriyah diucapkan, dihadiri 

Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, dengan demikian 

permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu 

banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, 

permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai judex 

factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, 

dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur 

untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan 

Tingkat Banding; 

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding 

memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan 

Terbanding baik pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diwakili oleh 

kuasa yang berprofesi sebagai advokat, setelah Majelis Hakim Tingkat 

Banding  memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan 

peraturan perundang-undangan ternyata telah terpenuhi, karenanya advokat 

Pembanding dan Terbanding tersebut mempunyai legal standing beracara 

pada Tingkat Banding untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara        

a quo; 

Menimbang, bahwa  dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Cianjur telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak 

berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara 

diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi 

sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian 

berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator     

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan  mediator 

tanggal 12 April 2022 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai 
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kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa 

perkara ini untuk proses litigasi dapat dilanjutkan;   

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, 

mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang 

terdiri dari surat permohonan, jawaban, reflik, duplik,  berita acara sidang, 

salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor {No.Perk}/Pdt.G/ 

2022/PA.Cjr tanggal 31 Mei 2022 Masehi,  bertepatan  dengan tanggal       

29 Syawal 1443 Hijriyah serta surat-surat lain yang berhubungan dengan 

perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan; 

Dalam Eksepsi 

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding kehadapan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Cianjur telah mengajukan eksepsi bahwa permohonan 

Pemohon/Terbanding Error In Persona dimana dalam identitas pekerjaan 

Termohon/Pembanding adalah sebagai Ibu Rumah Tangga, sedangkan yang 

sebenarnya  dan seharusnya  adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Cianjur   berkaitan dengan eksepsi tersebut telah 

mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan diktum menolak 

eksepsi Termohon/Pembanding tersebut;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat 

dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Cianjur tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum 

tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim 

Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai 

berikut: 

Menimbang, bahwa menurut  M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya  

Hukum Acara Perdata  halaman 438  bahwa jenis-jenis eksepsi error in 

persona  yang dapat diajukan, yaitu 1. Eksepsi diskualifikasi  yaitu orang 

yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak dan 

mempunyai kapasitas untuk menggugat,  2. Keliru pihak yang ditarik sebagai 

Tergugat, 3. Plurium Litis consorsium yaitu apabila orang yang ditarik 

sebagai Termohon/Tergugat tidak lengkap; 

Menimbang, bahwa eksepsi error in persona yang dimaksud oleh 
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Termohon/Pembanding tidak termasuk dalam ketiga katagori eksepsi 

sebagaimana  dimaksud di atas, oleh karena itu eksepsi Termohon/ 

Pembanding tersebut  menjadi tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat 

diterima; 

Dalam pokok perkara 

Dalam Konvensi 

Menimbang, bahwa  sebelum mempertimbangkan pokok perkara  

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah benar 

Termohon/Pembanding berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara a quo dan 

jawaban Termohon/Pembanding sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh 

Pemohon/Terbanding  dalam Repliknya serta bukti (P.2) berupa Kutipan Akta 

Nikah antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding Nomor 

994/87/X/2011 bahwa Termohon/Pembanding berstatus sebagai Pegawai 

Negeri Sipil  aktif yang tentunya dalam perceraian a quo terikat dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan  dan 

Penceraian  Bagi Pegawai Negeri Sipil  yang telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;                                                                                              

Menimbang, bahwa berkaitan dengan izin perceraian tersebut,  

Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan;  

1. Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

Tentang Izin Perkawinan Dan Penceraian  Bagi Pegawai Negeri Sipil 

menyatakan ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan 

perceraian wajib memperoleh izin atau surat  keterangan lebih dahulu  

dari pejabat,  ayat (2) Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai 

Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai 

Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan  sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis. 

2. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2020/SEMA Nomor 10 Tahun 

2020 huruf (c) menyatakan “Permohonan/gugatan perceraian dari 

anggota  TNI/Polri (dibaca Pegawai Negeri Sipil) maupun  pasangannya  
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harus  melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat 

yang berwenang, apabila  belum  mendapatkan  surat  tersebut,  maka  

Hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan 

memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung 

Pemohon/Penggugat/Termohon/Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua peraturan tersebut, Majelis 

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam hal perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil  (PNS) harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin 

(bagi Penggugat/Pemohon) dan surat keterangan (bagi Tergugat/Termohon) 

dari atasan yang berwenang dan apabila surat tersebut ternyata belum ada, 

maka hukum acaranya Hakim harus/wajib menunda sidang selama 6 (enam) 

bulan;  

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara a quo  bahwa 

Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta sebagai berikut: 

1. Bahwa benar Termohon/Pembanding berstatus sebagai Pegawai Negeri 

Sipil  dan  belum memperoleh surat keterangan dari atasan langsung;  

2. Bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur telah 

memproses melakukan persidangan perkara a quo sampai dengan 8 

(delapan) kali sidang, yaitu mulai sidang tanggal 5 April 2022 sampai 

dengan tanggal 31 Mei 2022, meskipun Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Cianjur  telah merngetahui dari jawaban Termohon/Pembanding dan replik 

Pemohon/Terbanding bahwa Termohon/Pembanding berstatus sebagai 

Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya  setelah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Cianjur mengetahui bahwa Termohon/Pembanding sebagai 

Pegawai Negeri Sipil langsung menunda persidangan perkara a quo  

selama 6 (enam) bulan  untuk  memberikan kesempatan  kepada  

Termohon/Pembanding mengurus surat keterangan dari atasannya;    

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Cianjur dalam memproses perkara a quo telah tidak melaksanakan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990 dan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 
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2020/SEMA Nomor 10 Tahun 2020 huruf (c),  karenanya Putusan 

Pengadilan Agama Cianjur Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal     

31 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriah 

tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dengan mengadili 

sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini.  

Dalam Rekonvensi 

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon konvensi/ 

Terbanding telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat 

rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima. 

 Dalam Konvensi dan Rekonvensi 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya 

perkara pada pengadilan tingkat pertama harus dibebankan kepada 

Pemohon konvensi/Terbanding dan biaya perkara pada pengadilan tingkat 

banding harus dibebankan kepada Penggugat rekonvensi/Pembanding; 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima; 

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 

{No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Cjr. tanggal 31 Mei 2022 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriyah; 

Dengan Mengadili Sendiri 

Dalam Eksepsi 

- Menyatakan eksepsi Termohon/Pembanding tidak dapat diterima (Niet 

Ovankelijke Verklaard); 

Dalam Pokok Perkara 

Dalam Konvensi 

- Menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding tidak dapat diterima 

(Niet Ovankelijke Verklaard); 
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Dalam Rekonvensi 

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat 

diterima (Niet Ovankelijke Verklaard); 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi 

- Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya  

perkara pada tingkat pertama sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh 

puluh ribu rupiah);   

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 

tingkat banding sebesar Rp150.000,00  (seratus lima puluh ribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 

2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriyah, oleh 

kami   Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Enas 

Nasai, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai 

Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 2 

Agustus 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat 

banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut 

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi 

para Hakim Anggota  dan  dibantu  Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera 

Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding. 

     Hakim-Hakim Anggota                     Hakim Ketua 

 

Ttd.           Ttd. 

 

    Drs. H. Enas  Nasai, S.H.    Dr. H. Abd. Latif, M.H.       

                        

                  Ttd.   

                 

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.  
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  Panitera Pengganti 

 

    Ttd. 

 

 Drs. Sidik Widyaksa   

Perincian Biaya:                        

1. Biaya Proses  : Rp130.000,00 

2. Redaksi   : Rp  10.000,00 

3. Meterai   : Rp  10.000,00  +                                                          

Jumlah                             Rp150.000,00  (seratus lima puluh ribu rupiah) 

 

Untuk salinan sesuai dengan aslinya 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

Panitera, 

 

 

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H. 

 

 

 


